5.1

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di

Apotek Pahala Kalijaten yang telah dilaksanakan tanggal 30 Mei 2022 — 2

Juli 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1.

5.2

Mahasiswa calon apoteker dapat mempelajari dan melakukan
perkerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan,
pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
Mahasiswa calon apoteker dapat mempelajari dan melakukan
pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan
meliputi apotek.

Mahasiswa calon apoteker dapat mengembangkan diri secara terus
menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai
keutamaan pduli, komit dan antusias (PEKA) dan nilai-nilai
katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan softskills
untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran

martabat manusia.

Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di

Apotek Pahala Kalijaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Mahasiswa program studi profesi apoteker sebaiknya membekali diri
terlebih dahulu sebelum kegiatan PKPA dilaksanakan.

Mahasiswa program studi profesi apoteker perlu meningkatkan
kemampuan dalam hal komunikasi, kepercayaan diri dan pengetahuan

di bidang farmasi agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian
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kepada masyarakat dengan meyakinkan, benar dan mudah dipahami.
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